GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengubah
Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi
Sulawesi Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A Provinsi
Sulawesi Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor
22 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat | Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2102);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
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Undapg-l.lndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir denigan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1605);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;



Menetapkan

=

MEMUTUSKAN :

-

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara
Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat
Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.

(2) Inspektorat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.

(3) Inspektorat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
Jjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 4

Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan

fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya; '

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu

atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;

. penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
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3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni
Pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C yang berbunyi aebagal
berikut :

Pasal 4A
(1) Inspektorat Daerah Provinsi melaksanakan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Pasal 4B
Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang
dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat
Daerah Provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ tanpa menunggu
penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri.

Pasal 4C

(1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b dan huruf ¢ terdapat indikasi
penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan
negara/daerah, Inspektur Daerah Provinsi wajib
melaporkan kepada Menteri.

(2) Menteri melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah
Provinsi dalam menangani laporan indikasi
penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan
negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas
dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 6

Inspektorat Daerah Provinsi membawahkan :

1) Sekretariat membawahkan :
a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Hasil

Pengawasan;

b. Subbagian Umum dan Keuangan;
c. Subbagian Hukum dan Kepegawaian.

2) Inspektur Pembantu Wilayah | membawahkan :
a. Jabatan Fungsional

3) Inspektur Pembantu Wilayah Il membawahkan :
a. Jabatan Fungsional

4) Inspektur Pembantu Wilayah IIl membawahkan :
a. Jabatan Fungsional

5) Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahkan :
a. Jabatan Fungsional

6) Inspektur Pembantu Wilayah V membawahkan :
a. Jabatan Fungsional
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5. Ketentuan Pasal 10 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I
Pasal 10

(1) Inspektur Pembantu Wilayah [ mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
Pemerintah Daerah dan pada objek pengawasan Wilayah I
serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah
Provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai
fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan
terhadap perangkat daerah Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah Pemerintah Provinsi;

c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan  daerah
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota;

d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengdawasan lainnya;

e. pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
meliputi bidang tugas perangkat daerah Pemerintah
Provinsi;

f. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang
tugas perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota,

g. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan;

h. pengadministrasian hasil pengawasan;

i. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur
Daerah Provinsi.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi
sebagai berikut : :

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu Wilayah II

Pasal 11
(1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
Pemerintah Daerah dan pada objek pengawasan Wilayah
Il serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah
Provinsi.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai
fungsi:

a.

penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan
terhadap perangkat daerah Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

- perencanaan program pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah Pemerintah Provinsi;

. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota:

. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

. pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
meliputi bidang tugas perangkat daerah Pemerintah
Provinsi;

pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang
tugas perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan;

. pengadministrasian hasil pengawasan:
. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat

Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur

Daerah Provinsi.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi

sebagai berikut :
Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah [II
Pasal 12
(1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas

(2)

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
Pemerintah Daerah dan pada objek pengawasan Wilayah
[ll serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah
Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai
fungsi:

a.

penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan
terhadap perangkat daerah Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

- perencanaan program pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah Pemerintah Provinsi;

. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Pemerintah Provinsi dan Kabunaten /Kata -



d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja
“dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

e. pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
meliputi bidang tugas perangkat daerah Pemerintah
Provinsi;

f. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang
tugas perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

g pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan;

h. pengadministrasian hasil pengawasan;

i. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan

J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur
Daerah Provinsi.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 13

(1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
Pemerintah Daerah dan pada objek pengawasan Wilayah
IV serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah
Provinsi. -

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai
fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan
terhadap perangkat daerah Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah Pemerintah Provinsi;

c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja
dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

e. pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
meliputi bidang tugas perangkat daerah Pemerintah
Provinsi;

f. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang
tugas perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;

g pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan;

h. pengadministrasian hasil pengawasan;

i. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
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pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur
Daerah Provinsi. '

9. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu Wilayah V

Pasal 13A

(1) Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
Pemerintah Daerah dan pada objek pengawasan Wilayah
V serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah
Provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai
fungsi:

a.

penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan
terhadap perangkat daerah Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

- perencanaan program pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat
daerah Pemerintah Provinsi;

. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang
meliputi bidang tugas perangkat daerah Pemerintah
Provinsi;

pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang
tugas perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil

pengawasan,

pengadministrasian hasil pengawasan;

kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur
Daerah Provinsi.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Setiap unsur di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi
dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
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(2) Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Daerah Provinsi
harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
unit organisasi dibawahnya dan  bila terjadi
penyimpangan akan diambil langkah-langkah vyang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Inspektur Daerah Provinsi bertanggung jawab memimpin,
mengoordinasikan bawahannya dan  memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(4) Setiap pejabat di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan
laporan berkala tepat pada waktunya.

(S) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat di lingkungan
Inspektorat Daerah Provinsi dari bawahannya wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
kepada bawahannya.

(6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7) Dalam pemberian pelaksanaan tugas bimbingan kepada
bawahannya, Inspektur Daerah Provinsi wajib
mengadakan rapat berkala.

Ketentuan Pasal 16 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi dapat
ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan
spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh koordinator
pengawasan yang ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Inspektur Daerah Provinsi.

(9) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(7) Penetapan objek pengawasan dan/atau kegiatan masing-
masing Inspektur Pembantu Wilayah ditetapkan lebih
lanjut dengan Keputusan Inspektur Daerah Provinsi.



Pasal 11

Provinsi Sulawesi Utara
Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 pesember 2019
%‘V‘“/M
=
OLLY DONDOKAMBEY
Diundangkan di Manado

pada tanggal 12 pesember 2019
SEXFETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
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BERITA DAERAH PROVINS] SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMCR 50
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